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Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
itasi Total Berbasis Masyarakat;
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6

U2l tentang Rencana Pembangunan J ,
th Daerah 2021-2026. R

" MEMUTUSKAN :

¥ BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
ASI  TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

aturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
- Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
- dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
~ pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
~ yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- .._L- 4. Bupaﬁ adalah Bupati Serdang Bedagai.
% rSami:,am Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM

~ adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui
pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan

i individu atau masyarakat atas kesadaran scndiri. dengan
uh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau

nerupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara
‘kan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk mengubah

sar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu
Jitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar
sotensi menyebarkan penyakit.
¢ Sabun adalah perilaku mencuci tangan dengan
ih yang mengalir dan sabun. 1
Tangga adalah me
i dn o Ry e 4 S
menjaga kualitas air dan sumber air Y?nshi e
minum, serta untuk menerapkan Pﬂf::rll) agl
"dalam proses pengelolaan makanan di rlumah ii gatan
i di l:umah t:na:g%adezgiah mcﬁlgedepankan prinsip
Mpﬂh i ulang dan mendaur ulang.
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berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah
/elenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim
n del keberhasilan pelaksanaan STBM.

dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
“atas unsur Pemerintahan Daerah dan

T -1 BAB IV
UNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
. 14 Pasal 9

‘_w nggaraan STBM Pemerintah Daerah bertanggung

an peraturan %s kebijakan teknis;
nge a angan teknologi tepat guna;

1gem n penyelenggaraan STBM;

gﬂ .am.m_ ﬁsmmm pelatih; dan/atau

diaa n panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

. Pasal 10

 Untuk gﬁ%ﬁm penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :

_ Ew.mb skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;

1 koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan
mm_mnb rangka penyelenggaraan STBM;

pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan

q ; ahan;
lurans

. 1

emantauan dan evaluasi; dan
iedia komunikasi, informasi dan edukasi.

-y Pasal 11

Ij.w mendukung penyelenggaraan STBM
lam Pasal 9 dan Pasal 10 mengacu pada strategi
n STBM.

STBM sebagaimana di maksud pada ayat (1)

n yang kondusif;
an sanitasi; dan
fan akses sanitasi.

E kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
upaya menciptakan kondisi yang mendukung
: am.&g total melalui dukungan kelembagaan, regulasi,
an  dari Mnuuhgﬁmw masyarakat, lembaga swadaya
stitusi- can institusi keagamaan, dan swasta.

1
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BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada
satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan
STBM.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terutama
diarahkan terhadap :

a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;

b. pelaksanaan dukungan penyelenggara STBM;
c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung

penyelenggaraan STBM.
s - BAB VIII _‘_
PENUTUP y
Pasal 17 -

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
: ggal (9 Mot 2022
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